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Abstract: This research explains research on the management of the implementation of inclusive education in 
Islamic educational institutions. The aim of this research is to reveal the ABK service system that is integrated 
with formal education services. The method used in this research uses a library research method or approach, 
where library research can be understood as a series of activities related to data collection methods, reading, 
recording and processing library research materials. The results of this research show that inclusive education 
as a ABK service system is integrated with formal education services, the existing problems and solutions provided 
include; Inclusive Education is equated with National School Education, Procedures for resolving problems faced 
by Schools in Carrying out Inclusive Education, Implementation of Inclusive Schools at Islamic Education 
Institutions, Policies and Solutions for Handling Problems that Occur in Schools that Cover Inclusive Education. 
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Abstrak: Penelitian ini menjelaskan tentang penelitian terhadap manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi 
di lembaga pendidikan Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan sistem layanan ABK yang terintegrasi 
dengan layanan pendidikan formal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode atau 
pendekatan penelitian kepustakaan (library research), dimana penelitian kepustakaan dapat dipahami sebagai 
serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, membaca, mencatat dan mengolah 
bahan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem 
layanan ABK terintegrasi dengan layanan pendidikan formal, permasalahan yang ada dan solusi yang diberikan 
diantaranya; Pendidikan Inklusif disetarakan dengan Pendidikan Sekolah Nasional,  Tata cara menyelesaikan 
Permasalahan yang dihadapi Sekolah dalam Menjalankan Pendidikan Inklusi, Penyelenggaraan Sekolah Inklusi 
pada Lembaga Pendidikan Islam, Kebijakan Dan Solusi Untuk Menangani Permasalahan Yang Terjadi Pada 
Sekolah Yang Menaungi Pendidikan Inklusi. 
 
Kata kunci: Manajemen; Pendidikan; Inklusi; Islam. 
 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang paling esensial atau terpenting bagi seseorang 

untuk mencapai dan memperlancar kebutuhan hidupnya (Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, 

Khairul Amin, 2021; Fitri, Nursikin and Amin, Khairul, 2023), dengan bantuan pendidikan 

setiap orang dapat dengan mudah saling membantu, peran ilmu pengetahuan dapat 

menciptakan komunikasi dengan lingkungan sekitar sehingga lahirlah ide maupun 

gagasan dan kesadaran (Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, no date; Wismanto, 

Agus Salim, Afdal, Deprizon, no date; Alfikri, Khodijah and Suryana, 2022). Oleh karena itu, 

tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memberikan kesempatan pendidikan kepada 

masyarakat agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas mengenai pendidikan warga 

negara, termasuk masyarakat berkebutuhan khusus, apapun latar belakangnya. Pemerintah 

memprioritaskan tidak hanya siswa yang memiliki kemampuan yang sama dengan siswa pada 
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umumnya, dan siswa berdarah biru pada khususnya, tetapi juga anak-anak yang orang tuanya 

berpenghasilan menengah atau rendah, yang dianggap sebagai penyandang disabilitas atau 

yang berkebutuhan khusus dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya (Amir Husen, 

Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, 2023). Hal ini sejalan dengan pasal 31 (1) UUD 

“setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, namun nyatanya masih banyak anak-anak 

di tanah air, terutama anak berkebutuhan khusus, yang belum tersentuh atau terdampak oleh 

pendidikan, mengapa demikian? Solusi apa yang diusulkan pemerintah untuk mengatasi 

permasalahan tersebut? (Wismanto, 2021; Lanawaang and Mesra, 2023; Wismanto, Yupidus, 

Efni Ramli, Ridwan, 2023) 

“Kebijakan pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik yang menyandang disabilitas dan 

memiliki potensi kecerdasan dan/atau memiliki bakat istimewa untuk berpartisipasi bersama 

peserta didik pada umumnya dalam proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan”, hal ini 

sesuai dengan Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi (Warminda, Hasrul 

and Haryani, 2022). Pendidikan inklusi merupakan pendekatan pendidikan baru dan strategis 

yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus, 

termasuk penyandang disabilitas, agar berkembang secara optimal, sedangkan menurut Dianne 

Tirocci dan Brandy Reese, pendidikan inklusi adalah hadirnya dalam pembelajaran reguler 

dengan dukungan dan layanan yang diperlukan agar berhasil mencapai tujuan pendidikan, 

penyertaan dalam lingkungan sekolah bermanfaat bagi semua siswa untuk mencapai kehidupan 

yang lebih baik, dimana semua siswa dapat belajar bekerja secara kooperatif, belajar bekerja 

sama dengan orang yang berbagai jenisnya dan belajar membantu orang lain dalam tugasnya 

(Nabila, 2020). 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa kehadiran ABK di kelas reguler penting untuk 

mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Kehadiran ABK di kelas inklusif bermanfaat bagi 

semua anak, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kompetensi sosial dan kecakapan 

hidup (Warminda, Hasrul and Haryani, 2022). Hal ini dapat tercapai jika ABK bekerjasama 

secara sinergis dengan anak lain dalam menyelesaikan tugas sekolah. Dalam konteks yang 

lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat diartikan sebagai bentuk reformasi pendidikan yang 

menekankan non-diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, kesetaraan dan 

peningkatan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis 

pemenuhan wajib belajar 9 tahun dan upaya perubahan sikap sosial terhadap anak 

berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi secara formal baru diterapkan di Indonesia dalam 

satu dekade terakhir, namun pendidikan inklusi diyakini sudah ada sejak lama dan tidak lepas 
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dari faktor filosofi, sosial, dan budaya Indonesia yang menghargai dan melestarikan 

keberagaman. Faktor-faktor tersebut tentunya dapat menjadi modal utama dalam 

pengembangan implementasi pendidikan inklusi yang sedang digalakkan (Qomarudin and 

Safrudin, 2021). 

Surat edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas No. 

380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003, yaitu bahwa setiap kabupaten/kota wajib 

menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi, dimana minimal 4 sekolah yang 

terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK (Tanjung et al., 2022) dan upaya pemerintah dalam 

memberikan pelayanan pendidikan kepada ABK juga dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1991, Keputusan Menteri Pendidikan Tahun 2009 No. 70 

tentang Pendidikan Inklusif bagi siswa difabel dan siswa yang memiliki potensi 

kecerdasan atau yang memiliki bakat khusus. Saat ini banyak lembaga pendidikan yang 

mengembangkan pendidikan inklusi, mengingat banyaknya masyarakat berkebutuhan khusus 

di Indonesia. Terdapat 32 ribu sekolah inklusif di berbagai daerah. Data Badan Pusat 

Statistik (BPS) menunjukkan hanya 18% dari 1,6 juta ABK Indonesia yang mendapatkan 

pendidikan inklusif. Sekitar 115 ribu ABK bersekolah di sekolah luar biasa (SLB), sedangkan 

kurang lebih 299 ribu ABK bersekolah di sekolah reguler pelaksana sekolah inklusi (MINA, 

2017). Rendahnya jumlah ABK yang menerima layanan ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain anak tidak mau bersekolah, orang tua tidak mendukung pendidikan anaknya, akses 

sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal ABK, kurangnya sekolah pendidikan inklusi, dan 

lain-lain (Tyas Pratiwi et al., 2022). 

Kementerian Agama turut dalam pengembangan pendidikan inklusif, Peraturan Menteri 

Agama (PMA) No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah 

menyatakan bahwa madrasah wajib memberikan akses kepada peserta didik berkebutuhan 

khusus melalui Direktorat Pendidikan Madrasah. Kementerian Agama memutuskan untuk 

mengembangkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus (disabilitas), 

atau disebut dengan pendidikan inklusif (Ismail, Suharmi and Mahmud, 2023). Madrasah mulai 

mencoba menyediakan pendidikan inklusif pada tahun 2015 dengan bantuan Badan 

Pembangunan Internasional Australia (AusAID) (Harianti, 2023). Sekolah inklusi reguler 

merupakan cara paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat 

terbuka, membangun masyarakat inklusif dan memberikan pendidikan bagi semua.  

Selain itu, sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada sebagian besar 

anak, sehingga meningkatkan biaya seluruh sistem pendidikan, termasuk lembaga pendidikan 

Islam sebagai penyelenggara pendidikan inklusi. Sekolah pendidikan inklusi harus mengadopsi 
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pendekatan manajemen pendidikan untuk tujuan pendidikan dan untuk mengoptimalkan 

penyelenggaraan pendidikan (Lisywati et al., 2022). Lembaga pendidikan inklusi pada 

umumnya adalah sekolah yang memberikan layanan pendidikan kepada seluruh siswa reguler 

dan siswa pendidikan khusus pada kelas yang sama, sekolah yang menawarkan pendidikan 

inklusif adalah tempat pembelajaran bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus yang 

mendapat perlakuan proporsional dari seluruh pihak terkait. tawaran pendidikan. Implikasi dari 

kondisi sekolah inklusif memerlukan adaptasi strategi pembelajaran untuk menerapkan 

kurikulum yang disetujui secara nasional (Handoko, 2024). 

 

METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka digunakan 

metode penelitian kualitatif, Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis 

kajian-kajian mengenai manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di lembaga 

pendidikan Islam, oleh karena itu analisis data ini lebih menitikberatkan pada penelitian yang 

berbasis kepustakaan  (library research), antara lain melalui membaca, mengkaji, dan 

menelaah buku-buku atau jurnal serta sumber-sumber tertulis yang erat kaitannya dengan 

permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah manajemen 

penyelenggaraan pembelajaran inklusi untuk anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan 

Islam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam diskusi ini akan membahas tentang eksistensi pendidikan inklusif dalam konteks 

pendidikan nasional, permasalahan yang dihadapi sekolah inklusif, implementasi sekolah 

inklusif di lembaga pendidikan Islam, serta solusi dan kebijakan untuk mengendalikan 

permasalahan yang dialami sekolah dalam  menyediakan pendidikan inklusif. 

1. Adanya Pendidikan Inklusif dalam Konteks Pendidikan Sekolah Nasional 

 Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menentukan maksud dan tujuan 

pendidikan, termasuk sistem pendidikan pendidikan luar biasa (ABK), undang-undang ini 

kemudian menjadi berbagai peraturan di bidang pendidikan, salah satu diantaranya adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang 

memuat delapan (8) standar (Nurhayati, 2020). Inti dari kebijakan ini adalah adanya sistem 

pendidikan umum sebagai tolak ukur minimal mutu pelayanan pendidikan. Dalam 

penerapan kebijakan ini diharapkan setiap layanan pelatihan mencapai tingkat keunggulan 

minimal. Pada dasarnya pendidikan inklusif adalah suatu sistem layanan pendidikan khusus 
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(PLB) yang mewajibkan semua ABK dilayani di sekolah negeri terdekat bersama teman-

teman seusianya, pada pendidikan inklusif dimana ABK mendapat tingkat ringan, sedang 

dan berat semuanya ada di kelas umum (Amalia, 2023). 

Secara umum, pendidikan inklusif dapat dikelompokkan menurut konsep pendidikan 

nasional (Jannah et al., 2021), yaitu: Pertama, inklusi sebagai pendidikan yang memberikan 

kesempatan adil kepada seluruh peserta didik untuk menerima pendidikan tanpa 

memandang jenis kelamin, suku, atau latar belakang sosial, status dan kebutuhan khusus 

(kemampuan) pada semua jenjang atau tingkat pendidikan (Nadhiroh and Ahmadi, 2024). 

Kedua, sekolah inklusif menggunakan model multiple entry yang artinya siswa tidak 

dikecualikan, dan kondisi ini tentu berbeda dengan sistem seleksi siswa baru di sekolah yang 

saat ini masih menggunakan pemeringkatan poin akhir (Budianto, 2023). Ketiga, kurikulum 

pendidikan inklusif berpusat pada anak, dalam hal ini sudah sewajarnya disesuaikan dengan 

kebutuhan ABK, pembelajaran berlangsung di kelas bersama siswa SD dan ABK (Uzlifatun 

and Istirohmah, 2022). Keempat, sistem evaluasinya bersifat adil atau wajar disesuaikan 

dengan kemampuan siswa, dan bagi siswa yang dapat mengikuti evaluasi reguler, maka 

dinilai menurut sistem evaluasi reguler, jika perlu diubah instrumennya, namun bagi siswa 

dengan program terindividualisasi (PPI), evaluasinya disesuaikan dengan skor PPI-nya, 

sehingga menghasilkan Evaluasi tidak hanya menjelma dalam bentuk kuantitatif dan 

deskriptif, yang terutama menggambarkan pencapaian anggota tim dalam kategori sedang 

dan sulit sebagai indikator bangkitnya pendidikan lanjutan, namun sebagai standar untuk 

meningkatkan kemandirian di lingkungan seseorang (Agustina and Rahaju, 2021). 

 

2. Permasalahan yang dihadapi Sekolah dalam Menjalankan Pendidikan Inklusi 

Perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia cukup menggembirakan dan 

mendapat apresiasi serta antusiasme yang tinggi dari banyak kalangan khususnya para 

pendidik, namun hingga saat ini pada tataran pelaksanaannya masih menghadapi berbagai 

macam rumor dan permasalahan (Kartika and Sinaga, 2023). 

Menurut Sunardi yang memberikan hasil penelitian pada 12 sekolah penyelenggara 

program inklusif, secara umum saat ini terdapat 5 kelompok permasalahan dalam 

pendidikan inklusif di tingkat sekolah yang perlu diatasi, diamati dan diprediksi agar tidak 

menghalangi, membuat pelaksaannya menjadi tidak mungkin atau bahkan menggagalkan 

pendidikan inklusif itu sendiri, khususnya pemahaman dan implementasi, kebijakan 

sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru dan sistem pendukungnya. Bagian penting dari 

sistem pendukung adalah mempersiapkan anak (Suvita et al., 2022).  



 
Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Pada Lembaga Pendidikan Islam 

 

117         Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan - Vol. 1 No. 2 Mei 2024 
 
 

Berdasarkan rumor tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: 

a) Pemahaman inklusi dan pelaksanaannya. 

1) Pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas belum dapat dipahami sebagai 

upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan, namun masih dipahami sebagai 

upaya untuk mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam konteks 

pemberdayaan pendidikan dan kemudahan akses pendidikan serta pemberantasan 

diskriminasi (Putra, Herningrum and Alfian, 2021). 

2) Pendidikan inklusif cenderung dianggap sama dengan integrasi, sehingga masih ada 

persepsi bahwa anak harus beradaptasi dengan sistem sekolah (Mukti, Arnyana and 

Dantes, 2023). 

3) Dalam pelaksanaannya, guru cenderung tidak proaktif dan ramah terhadap semua 

anak sehingga menimbulkan keluhan dari orang tua (Munajah, Marini and Sumantri, 

2021).  

b) Kebijakan sekolah. 

1) Walaupun didukung oleh visi yang cukup jelas untuk menerima semua jenis anak 

berkebutuhan khusus, beberapa sekolah telah memiliki guru khusus untuk anak 

berkebutuhan khusus dan dengan catatan mengenai hambatan belajar bagi masing-

masing anak berkebutuhan khusus dan kebebasan guru dan pendidik, terutama untuk 

melakukan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun hal ini umumnya 

tidak didukung oleh koordinasi dengan staf profesional, organisasi atau lembaga 

terkait (Romadhon, Marini and Sumantri, 2021). 

2) Kebijakan yang masih belum memadai, yaitu guru tidak memiliki tanggung jawab 

untuk kemajuan pendidikan anak berkebutuhan khusus dan tidak adanya kewajiban 

orang tua anak berkebutuhan khusus untuk menyediakan guru khusus (Yani, 2021). 

c) Proses pembelajaran. 

1) Proses pembelajaran tidak dilakukan dalam bentuk pengajaran kelompok, juga tidak 

dilakukan secara terkoordinasi (Uzlifatun and Istirohmah, 2022). 

2) Guru masih mengalami kesulitan dalam membangun pemrograman yang fleksibel, 

mengembangkan IEP (Individua- lized Educational Program) yaitu Program 

Pendidikan Perorangan dan dalam menentukan tujuan, materi dan metode 

pembelajaran. 

3) Masih terdapat kesalahan dalam prakteknya karena meyakini bahwa tujuan program 

ABK sama dengan tujuan siswa lainnya dan meyakini bahwa siswa ABK tidak 

mempunyai kemampuan yang cukup dalam menguasai materi pembelajaran. 
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4) Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan 

sarana, sumber dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. 

d) Kondisi guru. 

1) Belum sepenuhnya didukung oleh tim guru yang berkualitas dan guru kelas masih 

dianggap belum peka dan proaktif terhadap anak berkebutuhan khusus. 

2) Keberadaan tim guru khusus dirasa masih kurang peka dan proaktif dalam 

menanggapi permasalahan yang khususnya dihadapi oleh anak-anak berkebutuhan 

khusus. 

3) Diperlukan pengembangan sumber daya manusia (guru) yang bersertifikasi 

pendidikan inklusi supaya metode, pola dan cara mengajar Anak Berkebutuhan 

Khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. (Junaidi, 

Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, 2021; Khairul Amin, Imam subaweh, 

Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022) 

e) Sistem pendukung. 

1) Belum didukung sistem pendukung yang memadai, peran orang tua, sekolah luar 

biasa, tenaga profesional, perguruan tinggi-LPTK PLB dan pemerintah masih 

dianggap minim. Sementara itu, fasilitas sekolah masih terbatas. 

2) Partisipasi orang tua, sebagai salah satu kunci keberhasilan pendidikan inklusif, belum 

terbangun dengan baik sehingga menyebabkan orang tua sering bersikap kurang 

perhatian dan realistis terhadap anak. 

 

3. Penyelenggaraan Sekolah Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. 

Pembelajaran secara umum bertujuan untuk membantu siswa mempunyai pengalaman yang 

beragam dan dengan pengalaman tersebut maka perilaku siswa meningkat baik kuantitas 

maupun kualitasnya. Perilaku yang dimaksud mencakup pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai atau norma yang berfungsi mengendalikan sikap dan perilaku (Festiawan, 2020). Pada 

saat yang sama, pembelajaran inklusi diselenggarakan dengan tujuan (Prastiwi and Abduh, 

2023): 

a) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak 

berkebutuhan khusus) untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

anak tersebut (Dhoka et al., 2023). 

b) Berkontribusi dalam percepatan pendidikan dasar, yaitu program wajib belajar (Mubin, 

2020). 
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c) Berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah dengan 

mengurangi angka ketidakhadiran dan putus sekolah. 

d) Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif dan 

ramah pembelajaran. 

Pada tahap ini guru melakukan program pembelajaran dan mengorganisasikan siswa 

penyandang disabilitas ke dalam kelas reguler sesuai rencana yang telah ditetapkan 

(Sumiyati, Wariyah and Kopriyanti, 2023). Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan 

melalui individualisasi pengajaran, maksudnya adalah Anak belajar mengenai topik yang 

sama, waktu yang sama, dan ruang yang sama namun dengan materi yang berbeda. Cara 

lainnya adalah proses pembelajaran dilakukan secara individual, yaitu anak mendapat 

layanan individual dengan bantuan guru khusus. Dalam pembelajaran inklusi, hal ini dapat 

dilakukan jika dianggap kaya akan materi/keterampilan dasar (prasyarat). Proses pelayanan 

ini dapat dilakukan secara terpisah atau tetap berlangsung di dalam kelas selama tidak 

mempengaruhi situasi pembelajaran secara keseluruhan. 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan pelaksanaan RPP, pelaksanaan pembelajaran 

mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan dasar dan kegiatan akhir. 

a) Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan ini, sebaiknya seorang guru melakukan hal-hal 

sebagai berikut (Sitaasih, 2020): 

1) Mempersiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran proses. 

2) Memberikan pertanyaan yang menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari. 

3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau keterampilan dasar yang ingin dicapai. 

4) Komunikasikan ruang lingkup materi dan menjelaskan uraian kegiatan program. 

b) Kegiatan inti.  

Dalam pelaksanaan, kegiatan inti adalah proses pembelajaran untuk mencapai KD yang 

dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, merangsang, dapat memotivasi 

siswa agar dapat berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup untuk inisiatif, 

kreativitas, dan kemandirian berdasarkan bakat, minat, serta perkembangan fisik dan 

psikis anak. Kegiatan inti menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa 

dan mata pelajaran serta dapat mencakup eksplorasi, pengembangan, dan validasi 

(Widodo, 2021). 

c) Kegiatan penutup.  

Ketika penutupan, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru untuk meringkas 

dan mempersiapkan pembelajaran selanjutnya kepada murid-muri, diantaranya adalah 



 
e-ISSN: 3046-5672; p-ISSN: 3046-613X, Hal 112-126 

 

(Famaney and Wardani, 2021): 

1) Merangkum dan menyimpulkan hasil pelajaran yang sudah dipelajari pada hari itu. 

2) Guru konsisten memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa serta memberikan 

motivasi atas pencapaian baik yang sudah dilakukan oleh anak. 

3) Memancing dan memberikan respon kepada siswa tentang proses dan hasil 

pembelajaran yang sudah maupun akan dilalui. 

4) Memberikan tanggung jawab kepada siswa tentang kegiatan belajar dan mengajar 

pada hari itu dengan memberikan tugas individual atau kelompok, memberikan kuis 

ringan tentang pelajaran untuk menguji dan menilai sejauh mana kemampuan dan 

wawasan anak. 

5) Memberikan rancangan dan gambaran sistem pembelajaran untuk pertemuan 

selanjutnya agar anak bisa bersiap-siap dan tidak kebingungan. 

Dalam lembaga pembelajaran, kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting 

dan berpengaruh terhadap keberhasilan sistem dan konsep sekolah. Oleh sebab itu, 

madrasah yang menaungi pendidikan inklusi harus mendapat tinjauan dan perhatian yang 

lebih dan jelas dari Kementrian Agama agar pelaksaan pendidikan inklusi pada madrasah 

tersebut dapat berjalan dengan maksimal serta meningkatkan mutu pendidikan untuk anak 

berkebutuhan khusus di Indonesia (Hamzah et al., 2023). 

Sedangkan Kementrian Pendidikan yang sudah memiliki sekolah dan cabang lembaga 

pendidikan inklusi harus dibangun sistem pembelajaran yang menggabungkan anak 

berkebutuhan khusus dengan anak regular dalam satu kelas yang sama dan mendapatkan 

perhatian yang sama tanpa merendahkan dan mengabaikan ABK. Namun, meninjau 

kembali kemampuan ABK tentu jauh berbeda dengan anak regular, maka juga harus 

diberikan kurikulum dan tingkat pelajaran yang lebih rendah pula (Asnandar Abubakar, 

2021). 

Dengan mengelompokkan siswa sesuaikan dengan kemampuan kognitif mereka 

maka akan memberikan keuntungan baik bagi guru maupun bagi murid itu sendiri. Guru 

lebih mudah menilai dan memberikan perlakuan antara siswa berprestasi dan siswa 

berkemampuan rendah. Anak-anak berprestasi bisa belajar, meniru model pembelajaran 

dan bersaing dengan teman-teman yang setara kemampuannya, sedangkan anak-anak yang 

memiliki kemampuan yang rendah tidak merasa minder dan tertinggal jika harus bersaing 

dengan teman yang memiliki prestasi tinggi. Selain itu, konsep ini tentu bisa meningkatkan 

prestasi dan penguasaan anak-anak terhadap pelajaran, mempersingkat waktu belajar dan 

memberikan layanan konseling untuk masing-masing masalah yang mereka hadapi 
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(Manongga et al., 2022).   

 

4. Kebijakan Dan Solusi Untuk Menangani Permasalahan Yang Terjadi Pada Sekolah 

Yang Menaungi Pendidikan Inklusi 

a) Hasil 

Dari berbagai teori dan hasil penelitian yang sudah didapat dan dipaparkan pada 

penjelasan sebelumnya, maka berikut adalah beberapa saran dan kebijakan yang bisa 

dilakukan guna mengatasi permasalahan yang dialami madrasah yang memberlakukan 

pendidikan inklusi (Munauwarah et al., 2021): 

1) Seluruh tenaga pendidik disekolah harus membantu pemimpin dan kepala seklah 

dalam emngidentifikasi masalah yang terjadi serta memikirkan dan menyusun 

kebijakan apa yang cocok untuk menangani permasalahan tersebut. 

2) Mengurutkan permasalahan mana yang seharusnya dijadikan prioritas untuk segera 

diatasi dan sasaran yang bisa memcahkan masalah tersebut. 

3) Mengidentifikasi dan menyaring kebijakan mana yang akan diberlakukan dan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masalah yang ada. 

4) Pembuat dan pelaksana kebijakan harus mewanti-wanti konsekuensi dan resiko yang 

terjadi atas kebijakan yang diberlakukan. 

5) Selain memikirkan konsekuensi yang kan terjadi, pembuat dan pelaksana kebijakan 

juga harus menyusun langkah alternative jika satu kebijakan tidak berpengaruh dan 

menyelesaikan masalah yang dihadapi madrasah 

Teori rasional komprehensif mampu memberikan kebijakan alternatif jika 

kebijakan awal dideteksi tidak mampu memberikan solusi dan memecahkan masalah. 

Berikut kebijakan alternatif yang ditawarkan oleh teori ini (Syafiqurrohman, 2020): 

1) Memberikan pelatihan dan bimbingan yang berkelanjutan kepada guru dalam 

menjalankan pendidikan inklusi  

2) Pemerintah dan kementrian pendidikan mengadakan sosialisasi dan arahan kepada 

masyarakat untuk merubah pola piker dan pandanagan terhadap pendidikan inklusi 

dan tidak meremehkan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus 

3) Memberikan tindakan yang berbeda antara anak regular dan berkebutuhan khusus 

tanpa meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain. 

Dari ketiga kebijakan alternatif yang ditawarkan oleh teori rasional komprehensif 

ini, maka madrasah dapat memilih mau memberlakukan kebijakan yang mana untuk 

menunjang penyelesaian masalah tanpa harus mencabut kebijakan sebelumnya yang 
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sudah ada. Namun, dengan begitu tentu  Kementrian Pendidikan dan madrasah harus 

menyiapkan fasilitas dan finansial yang besar pula untuk keberlangsungan kebijakan 

tersebut (Yusrina et al., 2023).  

b) Rekomendasi Kebijakan 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah konsep 

pendidikan yang bergantung pada hak kemanusiaan dan kemampuan masing-masing 

anak yang kemudian dijadikan konsep pendidikan oleh pemerintah yang tentu harus 

mengikuti beberapa peraturan dan kebijakan yang sudah disusun untuk menigkatkan 

prestasi anak serta meminimalisir masalah yang akan terjadi (Mulyah and Khoiri, 2023). 

Dari alternatif pertama yang ditawarkan ada beberapa rekomendasi penjelasan, 

diantaranya adalah: 

1) Dinas pendidikan harus menyaring dan memfilter ketat para tenaga pendidik yang 

akan mengajar dan membentuk karakter anak berkebutuhan khusus serta merekrut 

guru yang berkompeten dalam menjalankan pendidikan inklusi ini (Jesslin and 

Kurniawati, 2020). 

2) Sosialisasi dan arahan yang diberikan pemerintah akan memberikan dampak yang 

signifikan terhadap perubahan pola pikir masyarakat tentang pendidikan inklusi dan 

kemampuan anak berkebutuhan khusus. Meskipun membutuhkan waktu yang lama 

untuk merubah pandangan dan budaya tersebut, namun usaha kecil yang dilakukan 

akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi individu, masyarakat, pemerintahan dan 

sistem pendidikan nasional (Ramadhana, 2020). 

Oleh sebab itu, pemerintahan tidak hanya memberikan penyuluhan arahan hanya 

sekali pertemuan kepada masyarakat, namun kegiatan itu harus dilakukan secara berkala 

dan terus-menerus agar membuahkan hasil yang maksimal. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan pada penelitian manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi 

pada lembaga pendidikan islam ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi sebagai suatu 

sistem layanan ABK menyatu dalam layanan pendidikan formal, konsep ini menunjukkan 

hanya ada satu sistem pembelajaran dalam sekolah inklusi tetapi mampu mengakomudasi 

perbedaan kebutuhan belajar setiap individu, dalam Sistem persekolahan Nasional yang 

selama ini masih cenderung menerapakan layanan pembelajaran dengan “model ketuntasan 

hasil belajar bersama” melalui bentuk belajar klasikal berdampak kurang memberikan 

kefleksibelan penerapan pendidikan inklusi terutama bagi ABK dengan kondisi kemampuan 
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mental rendah, pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus belum dipahami sebagai 

upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan, pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama 

dengan Sekolah biasa (Kasman, 2020). 
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